
BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbalg a

b

bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah
yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,
Bupati wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di daerah
dengan berpedomal pada Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP);
bahwa untuk menyesuaikan kembali terkait
pengaturan Standar Audit Intern Pemerintah
Indonesia dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi
Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), serta
adanya perubahan pada tugas, pokok dan fungsi
inspektorat daerah sesuai Peratural Bupati Nomor 55
Tahun 2O2l tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,T\rgas dan Fungsi Serta Tata Ke{a
Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Utara, maka
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39 Tahun
2015 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan
Pemerinta,h Kabupaten l,ombok Utara, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati l,ombok Utara Nomor 39 Tahun
2O15 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten lombok Utara perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Intern di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O06 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2006 Nomor 85, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten t ombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Talun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OOA
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten l,ombok Utara Tahun
2OL6 Nomor f 5, Tambahan lcmbaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 62), sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Utara Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara
(l,embaran Daerah Kabupaten tombok Utara Tahun
2O2O Nomor 2I, Tambahan l,embaran Daerah
Kabupaten l,ombok Utara Nomor 94);
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 55 Tahun
2O2l tenlang Kedudukan Susunan Organisasi, T\rgas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten
l,ombok Utara Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Utara.
6. Inspelrhrr adalah Inspelctur Kabupaten Lombok Utara.
7. Piagam Audit adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati

terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten l,ombok Utara dan
memuat tujuan, wewenang, dan talggung jawab kegiatan pengawasan
intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dal seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efelrtif dal
efrsien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1O. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP
adalah Sistem Pengenda-lian Intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauar dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikaa keyakinal yang
memadai bahwa kegiatan telah dilalsanakan sesuai dengan tolok ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan efrsien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

l2.Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yalg
Berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkuren.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Inspektorat
Daerah dalam melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan.

(2) Tujuan dari pengaturan piagam audit intem di lingkungan pemerintah
daerah adalah:
a. memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundalg-
undangan;

b. meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP;
c. sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengendalian; dan
d. meningkatkan integritas dan nilai etika dalam menerapkan aturan

perilaku.
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BAEI II
PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 3

(1) Piagam Audit Intern memuat kedudukan dan peral Inspektorat Daerah,
Visi dan Misi Inspektorat Daerah, nilai-nilai Inspektorat Daerah, T\.rgas
Pokok dan Fungsi lnspektorat Daerah, Kewenangan Inspektorat, Tanggung
Jawab Inspektorat Daerah, Tujuan, Sasaran, dan lingkup Pengawasan
Inspektorat Daerah, Kode Etik dan Standar Audit APIP, prinsip dasar
pengawasan intern, Persyaratan PNS Inspektorat Daerah yang
melaksanakan tugas pengawasan, Larangan, Hubungan Ke{a dan
Koordinasi dan Penilaian Berkala.

(2) Bentuk dan isi Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercanfum dalam l,ampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Penjelasan Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II Peratural Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturaa Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor 39 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intem Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten l,ombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Iombok Utara Tahun
2O15 Nomor 39) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor 39 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten tombok Utara Tahun
2019 Nomor 4), dicabut dan dinyata}an tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 15 Juni 2O23

peuenrt BOK UTARA, (

H. DJOHAN SJAMSU

I

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 15 Juni 2O23

SEKRBTARIS DAERAH
KABU LOMBOK UTARA,

ANDING C I

(

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR



Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : 18 Tahun 2023
Tanggal : 15 Juni 2023
Tentalg : Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah

Daerah

PEMERINTNI I{ABUPATEN LOMBOK UTARA
INSPEKTORAT DAERAII

Jln. Tioq Tata Tunaq - Tanjung, Telp. (0370) 6885012, Kodepos :

833S2e-mail: inspektorat@lombokutarakab.go.id Website
: inspektorat. lombokutarakab. go. id

PIAGAM AUDrT TNTERN ltXTERNan AUDrT CHARTER)

1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyelrtif dalam bentuk

pemberian keyakinan (assuranrce octiuities) dan konsult asi (consulting

actiuities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah darl meningkatkan

operasional sebua-h organisasi (audih). Kegiatan ili membantu organisasi

(auditt) mencapai tujuamya dengal cara menggunakan pendekatan yang

sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari

proses manajemen risiko, control (pengendalian), dan tata kelola (sektor

pubtk).

2. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang

dibentuk, dengan tugas melaksanakal pengawaszrn intern dan pembinaan

di lingkungan Pemerintah Daerah.

3. Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh

informasi, sistem informasi, catatal, dokumentasi, persorril, keuangal dan

asset pada perangkat daerah dan BUMD di lingkup Pemerintah Daerah

yang diperlukan sehubungan dengan pelaksaanaan tugas pokok dan fungsi

pengawasan intern dan pembinaan serta kewenalgan lain sebagaimala

tercantum dalam lampiran piagam ini.

4. Kepala Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
penerap€rn Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui :

1) penegakan integritas dan nilai etika;

2) komitmen terhadap kompetensi;

3) kepemimpinan yang kondusif;

4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

5) pendelegasian wewenang dan tanggungiawab yang tepat;

6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia;
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7) hubungan keda yang baik dengan Perangkat Daerah terkait dan instansr

pemerintah terkait; dan

8) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan APIP maupun

pengawas eksternal lainnya serta melaporkan setiap tidak lanjut beserta

status atas setiap rekomendasi pemeriksaan kepada Inspektorat

Daerah/APIP sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud diatas

mengacu pada peraturan perundalg-undangal.

Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan Dasar begl Bupati untuk mengevaluasi

kegiatan APIP di Daerah.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal,

Inspektur Daerah Kab. Lombok Utara,

4LBUPATT
OK UTARA, (

\-ltur$L

1
H. DJOFIAN STAMSU

t



Lampiran Il Peraturan Bupati l,ombok Utara
Nomor : 18 Tahun 2023
Tanggal : 15 Juni 2O23
Tentang : Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah

Daerah

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

A.PENDAHTILUAN
1. Piagam Audit Intem (Internal Audit CLnrtel merupakan dokumen formal

yang menyatakan tujuan, wewen€rng dan tanggung jawab kegiatan
pengawasan intern oleh APIP.

2. Piagam Audit Intern merupakan penegasErn komitmen dari para
pemangku kepentingan (staketaldersl terhadap arti pentingnya fungsi
pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahal di lingkungan
Pemerintah Daerah.

3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah
yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasErn intern di
lingkungan Pemerintah Pusat Dar/Atau Pemerintah Daerah yang terdiri
dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
Inspektorat Jenderal Kementrian, lnspektorat/unit pengawasan intern
pada Kesekretariatan Lembaga tinggi Negara dan lembaga Negara,
Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan unit pengawasan intern pada
Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

B.KEDUDT'I(AN DAI{ PERAN INSPEKTORAT DAERAII
1. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur.
2. Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab
laagsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah.

3. Struktur dal kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Strulitur organisasi APIP harus dibentuh sesuai kebutulran untuk
melaksanakan beban kerja;

b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur;
c. Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat Pembina

Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang
Pe ngangkatan dan Pemberhentian PNS;

d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati; dan
e. Pejabat fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan

Pemerintahan Daerah pada Inspelrtorat Daerah yang melaksanakan
tugas pengawasan bertanggung jawab secara langsung kepada
Inspektr.rr melalui Inspektur Pembantu.

C.VFI DAIT MISI If,SPEKTORAT DAERAII
1. Visi Inspektorat Daerah adalah terw,ujudnya Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Baik, Bersih, Adil dan Berwibawa melalui Pengawasan
yang Profesional.

2. Misi Inspektorat Daerah adalah :

a. meningkatkan efeli;tivifitas Pengawasan Internal; dan
b. meningkatkan Profesionalisme APIP.
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D. ML/U-TILAI IIYSPEKTORAT DAERAII
Nilai-nilai Inspektorat Daerah meliputi:

1. Integritas, yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan
yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang
memancarkan kewibawaan dan kejujuran, meliputi:
a. integritas APIP membangun kepercayaan, sehingga memberikan dasar

untuk kepercayaan dalam pertirnbangannya; dan
b. integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, narnun juga hubungan

wajar dan keadaan yang sebenarnya.
2. Objektivitas, yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan

pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau
tindakan, meliputi:
a. APIP menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam

mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi
tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit;

b. APIP membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan
dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri
ataupun orang lain dalam membuat penilaian; dan

c. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi APIP di intern
pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas
dari konfl ik kepentingan;

3. Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorurng
agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang
mengetahuinya, dimana APIP menghormati nilai dan kepemilikan
informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa
kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang - undangan
atau kewajiban profesional untuk melakukamya;

4. Kompetensi, yaitu kemampuan dan karalrteristik yang dimiliki oleh
seseor€rng, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dimana Inspektorat
Daerah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta
pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan
intern;

5. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungiawaban,
dan Inspektorat Daerah wajib menyampaikan pertanggunglawaban atas
kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau
kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungiawaban;

6. Perilaku Profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu,
dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana
memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dimala
Inspektorat Daerah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan
reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang
mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern
atau organisasi.

E.TUGAS POKOK DAIT EI'NGSI INSPEKTORAT DATRAII
Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam membina
dan mengawasai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan T\rgas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
meliputi:
1. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;
2. melaksanal<an pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;
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3. pemberian solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan
organisasi melalui : Sosialisasi, Bimbingan, Pendampingan, Pemberian
saran/ Petunjuk, Pelatihan dal survei;

4. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
Bupati dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;

5. melaksanakal koordinasi pencegalran tindak pidana korupsi;
6. mengawasi pelaksanaan prograrn reformasi birokrasi;
7. melaksanakal administrasi; dan
8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan :

1. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
berbasis risiko;

2. melakukan audit ketaatan (mmptiance) untuk memastikan bahwa semua
prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan,
dan prosedur yang berlaku;

3. menguji dan mengevaluasi pelal<sanaan pengendalian intern dan sistem
manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;

4. melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi dan efektivitas di
bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia,
pemas€r.rn, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

5. memberikan jasa konsultansi tanpa mengambil alih tanggung jawab
manajemen mencakup antara lain Sosialisasi, Bimbingan, Pendampingan,
pemberian Saran/ Petunjuk dan survei;

6. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang
kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

7. membuat l,aporan Hasil Pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut
kepada Bupati dan auditan;

8. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut
perbaikan yang telah disarankan;

9. menyusun progrErm untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan
internal yang dilakukannya; dan

1 0. Melakukan pemeriksaan khusus/ kasus apabila diperlukan.
Dalam rangka efektilitas pelaksanaan tugas pokok APIP, maka

dilaksanakan fungsi sebagai berikut :

l. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah;

2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan

3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas
dan fungsi instansi pemerintah.

F. XEWTNANGAIT INSPEKITORAT I'AERAII
Untuk dapat memenulf tujuan dan lingkup pengawasan intern secara

memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk :

1. mengalses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi,
aset dan personil yang diperlukan sehubungal dengan pelaksanaan
fungsi pengawasan intern;

2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada perangkat
daerah yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai pegawai lain yang
diperlukan diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;

3. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan
konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya.

4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan

frekuensi, objek, dan lingkup pembinaar dan pengawasan intern;
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6. menerapkan teknik-teknik yalg diperlukan untuk memenuhi tujuan
pembinaan dan pengawasan intern;

7. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan
baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah
dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan intern; dan

8. Selain 7 (tujuh) kewenangan diatas, Inspelidorat Daerah dapat melakukan
kegiatan di luar pengawasan intern dengan memerhatikan prinsip
Independen, Objektif dan Menghindari Benturan Kepentingan.

G. TAITG{iT'NG JAWAB INSPEKI1ORAT I'AERAII
Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern Inspektorat Daerah

bertanggung jawab untuk :

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan pofesionalisme
auditor, PPUPD dan pejabat lainnya di lingkup Inspektorat Daerah,
kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan
mengacu kepada standar audit yang berlaku;

2. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Ke{a
Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, khususnya dalam hal
penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasEm, termasuk
mengidentilikasi dan memutakhirkan data semua perangkat daerah yang
dapat diawasi (audit uniuerse) serta data/dokumen yang diperlukan;

3. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan
sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara
optimal;

4. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporal berkala aktivitas

pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

H.TUJUAN, SASARAN,
DAERAH

DAI{ LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh lnspektorat Daerah adalah
untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:
1. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi darr efektivitas pencapaian

tujua.r dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
Daerah;

2. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam peyelenggaraan tugas
dan fungsi Pemerintah Daerah; dan

3. meningkatnya tata kelola penyelenggaraErn tugas dan fungsi Pemerintah
Daerah yang bersih dan bebas dari paktik-praktik Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN),

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasal intern tersebut di atas,
maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah dikategorikan menjadi
kegiatan penjaminan (assurance) dan konsultansi. Kegiatan Penjaminan
(assura nce) adalah pemeriksaan bukti-bulcti secara objektif untuk
memberikan penilaian independen tentang manajemen risiko, pengendalian,
dan proses tata kelola kepada Perangkat Daerah. Sedangkan Kegiatan
konsultansi adalah pemberian saran terkait aktivitas organisasi. Sifat dan
lingkup penugasan disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan
perbaikan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi.

Adapul kategori kegiatan penjaminan (assurance), yaitu :

1. Audit, terdiri dari:
a. Audit Ketaatan;
b. Audit Kine{a;
c. Audit dengan Tujuan Tertentu

2. Penanganan pengaduan Masyarakat
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3. Reviu, terhadap:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
b. Rencana Strategis (Renstra)
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
d. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD);
e. Rencana Kerja (Renja);
f. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja);
g. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
h. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA
PPAS);

i. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA
SKPD);

j. Perubahan Rencana Keda dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daera.h (Perubahan RKA SKPD);

k. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
1. Dana Alokasi Khusus;
m. Kinerja Pemerintah Daerah;
n. Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Pengawasan atas akuntablitas pengelolaan pendapatan;
5. Pengawasan pengelolaan belanja daerah;
6. Pengawasan atas pembiayaan daerah;
7. Pengawasan atas pengelolaan manajemen kas dan persediaan;
8. Pegawasan barang milik daerah;
9. Probity Audit ;
10. Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
11. Monev penyerapan €rnggaran dan Pengadaan barang dan Jasa;
12. Monitoring Dana Desa;
13. Pemeriksaan Investigasi;
14. Tindaklanjut pe{anjian kerjasama antara Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum;
15. Monitoring penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas

Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspelrtorat Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan
Pemeriksa Keuangan;

16. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan minimal 120 jam pertahun;
17. Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Satual Kerja Pemerintah Daerah;
18. Pengawasan atas Badan Usaha Milik Daerah'
Adapun kategori konsultansi, yaitu:
1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang fasilitasi pengawasan
2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

terintegrasi;
3. Pelaksanaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

(APrP)
4. Verifikasi l.aporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
5. Penilaian Internal Zona Integritas;
6. Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Penangan an Whistleblowing Sgstem;
8. Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
9. Capaian Monitoing C-entre for Preuention (MCP) Korr,,isi Pemberantasan

Korupsi;
10. Operasional Sapu bersih pungutan liar;
I 1. Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas;
I 3. Pengendalian Gratifikasi;
14. Penerapan manajemen resiko;
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15. Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah;
16. Asistensi penerapan marajemen resiko indeks;
17. Asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi; dan
18. Asistensi pembangunan Zona Integritas.

I. KODE ETIK DAI5 STANDAR AUDIT A.PIP
Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa pejabat fungsional dan pejabat
lainnya di lingkup Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus
senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang ditetapkan oleh
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

J. PRINSIP DASAR PENGAUIASAN INTER.IT
Pengawasan Intern harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-
prinspip Audit yairu Independensi dan Objektivitas. Dalam semua hal yang
berkaitan dengan penugasan audit intern, APIP dan kegiatan audit intern
harus independen serta para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan
tugasnya. Independensi APIP dan kegiatan audit serta objektivitas auditor
diperlukan agar kredibilitas hasil audit meningkat.

K.PERSYARATAH PIIS UTSPEKTORAT YAITG MELITISAITAI(AIT TUGAS
PEI{GAWASAI{
Persyaratan bagi pejabat fungsional (Auditor dan PPUPD) dan pejabat
lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di Lingkup
Inspeldorat Daerah paling kurang meliputi :

1. PNS Inspelrtorat Daerah yang diberikan tugas dan kewenangan untuk
melakukan tugas pengawasan terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor,
Pejabat Fungsional PPUPD dan pejabat lainnya yang memiliki kompetensi
setara dengan Auditor/ PPUPD;

2. memenuhi sertifi.kasi Auditor bagi Pejabat F\:ngsional Auditor dan
sertifikasi PPUPD bagi Pejabat Fungsional PPUPD dan persyaratan teknis
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jabatan
Fungsional Auditor dan Fungsional PPUPD;

3. memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan
obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

4. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknik audit dan
disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

5. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit APIP;
6. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab pengawas€rn intern kecuali diwajibkan berdasarkan
peraturan perundang- undangan;

7. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan
manajemen risiko; dan

8. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan
profesionalismenya secara terus menerus.

L. LARAITGAN
1. Auditor, PPUPD dan Pejabat fungsional lainnya pada inspektorat Daerah

tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yalg
diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu
penilaian auditor intern; dan

2. Auditor dan PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat
struktural.

M. HTIBUNGAN KERJA DAT{ KOORDINASI
Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi
pengawasan intern Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan
koordinasi dengan Perangkat Daerah selaku objek pengawasan, Inspektorat
Kab/Kota Lain, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
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Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keungan @PK)
serta Aparat Penegak Hukum.

1. INSPEKTORAT DA.ERAII DENGAIY PERAITGKAT DAERAII
a. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan

antara Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah adalalt
hubungan kemitraan antara pengawas dan objek pengawasan atau
antara konsultan dengan penerima jasa.

b. dalam setiap penugasan (baik kegiatan assurance maupun konsultasi),
perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang
relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan/atau

c. perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit
yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut
beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat
Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2, INSPEKTORAT I'AERAII DEITGAN INSPEKTORAT KAB/KOTA LAIN
a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas

pengawasan;
b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum

bersama APIP se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain melalui
kegiatan Telaah Sejawat.

3. IilSPEKTORAT DATRAII DENGAN INSPEKTORAT PROVIIISI NUSA
TENGK}ARA BARAT

a. melalrukan koordinasi penyusunan PKPT;
b. berpatisipasi alrtif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian

tindak lanjut hasil pengawasan;
c. melakukan ke{asama, pendampingan, pengembangan sumber daya

pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum

bersama APIP se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. INSPEKTORAT DA.ERAH DENGAN KEMENTERIAN DALA]U NEGERI

a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan
Daerah-Nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi
pengawasan antara institusi pengawasan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;

b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam
Negeri ke dalam arah keb{jakan dan mekanisme kerja pengawasan
daerah;

c. melakukan pemutalhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;

dan/atau
e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka kar5ra,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
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5. INSPEKTORAT DAERAII DEITGAN XEMENTERIAN NEGARA
PEilDAYAGUNAAI{ APARATUR NEIGARA DAN RIT1ORMASI BIROKRASI
a. berpartisipasi alftif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi

Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai upaya koordinasi,
sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan apararur negara;

b. menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah kebijakan dal
mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah;

c. melakukarr audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
d. menyampaikan ikhtisar laporan pengawasErn semesteran dan tahunan;

dan/ atau
e. berpartisipasi alrtif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

6.INSPEKTORAT DA,ERAII DENGAN NTSPEKTORAT JEI{I'ERAL DI
LINGKUNGAN I{EUEITTERIAN
a. berpartisipasi al<tif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian

tindak lanjut hasil pengawasan;
b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
c. berpartisipasi altif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya,

workshop, sosiali sasi terkait kegiatan pengawasan; dal/ atau
d. melakukan joint audit.

7. INSPEKTORAT DAERAII DEI{GAIT BPXP
a. Inspektorat Daerah menggunakan peraturan-peraturan di bidang

Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor;

b. berpartisipasi alrtif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian
tindak lanjut hasil pengawasan;

c.melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dan peningkatan tata kelola
APIP;

d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, Ioka karya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
f. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dalam Forum

Bersama APIP se-Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan / atau
g. melakukan joinl audit.

8. IISPEKTORAT DAERATI DENGAI{ BAI'AN PEMERIKSA NTUANGAN
a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak

lanjut hasil pengawasan;
b. melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan;
c. mengkoordinasikal penyampaian management letter ole}: Badan

Pemeriksa Keuangan atas pengawasan terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah atau auditi;

d. mengkoordinasikan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan terhadap pengawasan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah atau Instansi/unit kerja; dan/atau

e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya,
workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
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9. INSPEKTORAT DAERAII DENGAIT APARAT PENBGAI( HUKUU
a. tukar menukar informasi dan/atau data, bulrti dukung serta hasil

penanganan atas laporan atau pengadual masyarakat yarrg
berindikasi tindak pidana korupsi;

b. bekerja sarna dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam
penanganan laporan atau pengadual masyarakat;



c. melaksanakan sosialisasi terkait koordinasi penanganan laporan atau
pengaduan masyarakat;

d. menerima/menolak permintaan pengawasan dari penegak hukum
berdasarkal rekomendasi Bupati; dal/ atau

e. memberi keterangan ahli terkait sebagaimana dimaksud pada huruf d.

N.PENILAIAN BERIGLA
1. Inspektur Daerah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang,

dan tanggungjawab yang termuat dalam piagam ini masih sesuai dalam
kegiatan pengawasan intern; dan

2. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati.

rB MBOK UTARA, (

/rr.*r\
H. DJOHAN SJAMSU
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